WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPABSAR
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAIIAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 78
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menmimbang

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANCG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, disebulkan bahwa pergeseran anggaran
dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Dacrah
tentang Penjabaran APBD scbagai dasar pelaksanaan;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Dacrah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virns Disease
(COVID) 2019;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan Kemenlerian Keuangan Nomor
3-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 untuk
Mendukunpg Penanganan Pandemi Corona Virus Disense
(COVID) 2019;

bahwa Peraturan Walikota (entang Perubahan Atas
Peraturan Walikota  Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021, sudah tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan  Pembangunan Daerah dan  Perkembangan
Peraturan Perundan-undangan saal ini schingga perlu
dilakukan perubahan;

baliwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
pada huruf a dan hurul b perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Duerah Tahun Anggaran 20215




Mengingat
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11.
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18,

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1992  tenlang
Pembentukan Kotamadya Dacrah Tingkat [I Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
31586);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 fenfang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomaor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  ienlang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44121);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negura Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Relribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembuaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamhahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) schagaimana telah
diubah bcberapa kali, tcrakhir dengan Undang Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemernntah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tala
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4027);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Kcuangan Kepala Daernh dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Recpublik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
laporan Penyeclenggaraan Pemcerintah Daerah kecpada
Pemerintah, Laporan Keterangan Perlanggungjawaban
Kepala Dacrah Kepada Dewan Perwakilan Raleyal Daerah,
dan Inlormasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Masyarnkal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tamhahan Lembaran Negara
Republik Indnnesin Nomor 4693);

Peraluran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tala
Cara Pelaksanaan Tugns dan Wewenang Serta Kedudukan
keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi Bali;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemcrintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratil Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolann Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahum 2020

tentang Pedoman Penyususaul Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 220220 Nomor
1781);

Pﬁral,)uran Dacrah Nomor 4 Tahun 2015 tenlang tentang
Pokok-TPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah
Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun
2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Kota
Denpasar Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 9);




Menetapkan

25. Peraturan Walikota  Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Dacrah Kota Denpasar Tahun
2020 Nomor 78) sebagaimana telah di ubah  dengan
Peraturan  Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 78 ‘Tahun 2020
tentang Pemjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN ;

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 78
Tahun 2020 tcntang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021
(Reritn Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 31) diuhah

sebagai berikut :

I. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.961.327.952.154
berkurang sepumlah Rp. (15.002.041.561) schingga menjadi
Rp. 1.946.325.910.593 dengan rincian scbaga berikut

a. Pendapatan Dacrah

1. Semula Rp. 1.861.327.952,154
2. Berlambah /
(Berkurang) Rp. (22.353.753.353)
Jumlah pcendapatan
setelah Perubahan Rp. 1.838.974.198,801

a.l. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Semula Rp.  657.068.247.868
2. Bertambah/
(Berkurang) Rp. (0)

Jumlah pendapatan

getelah Perubahan Rp. 637.068.247.868



a.?. Pendapatan Transfer
1. Semula
2 BRertambah/
(Berkurang)
Jumlah pendapatan
sctclah Perubahan

Rp.

Rp.

1.142.824 . 104.286

(22.353.753.3563)

Rp.

1.120.470,350.933

a.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula

2. Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah pendapatan
setelah Perubahan

b. Belanja Daerah
1. Semula
2. Bertambah/
(berkurang)
Jumlah belanja
setelah Perubahan

b.1. Belanja Operasi
1. Semula
2. Bertambah/
(berkurang)
Jumlah belanja
sefelah Perubahan

b.2. Belanja Modal
1. Semula
2. Bertambah/
(berkurang)
Jumlah belanja
sctelah Perubahan

b.3. Belanja Tak Terduga
1. Semula
(bcrkurang)
Jumlah belanja
setelah Perubahan

Rp. 61.435.600 000
Rp. (O)
Rp. 61.435.600.000
Rp 1.961.327.952.154
Rp.  (15.002.041.561)
Rp. 1.946.325910.593
Rp 1.701.623.240.134
Rp. _ (36.868,582,858)
Rp. 1.664.754,657.276
Rp 82,916,828.151
Rp. (6.377.561.812)
Rp. £0.291.389.963
Rp 12.078.916.869
Rp.  (17.488.979.485)

29.567.896.354




b.4. Belanja Transfler

1. Semula Rp 164.708.967.000
(berkurang) Rp. (2.000.000.000)
Jumlah belanja
setelali Perubahian Rp. 162.708.967.000

¢. DPoembiayaan

L. Penerimaan Pembiayaan
a) Semula Rp. 100.000.000.000
b) Bertambah /

(Berkurang) Rp. 7.351.711.792,00
Jumlah penerimaan
pembiayaan Setelah
Perubahan Rp. 107.351.711.792

2. Pengcluaran Pembiayaan
a) Semula Rp. 0,00
b) Bertambal/

(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran

pembiayaan sctclah

Perubahan Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Nello

setelah Perubahan Rp. 107.351.711.792

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun

RBerkenaan Ep 0,00

Kketentuan Lampiran Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota
Denpasar Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Perubahan Alas Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan  dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2021 diubah sehingga berbunyi
schagaimana lercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 11

Peraturan Walikota i1 mulai  berlaku  pada tanggal
diundangkan.

Agiar setiap orang mengelahuinya, memerintahlian

pengundangan Peraturan Walikola ini dengan penempataniya
clalam Berita Daerah Koln Nenpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada (unggal 27 Mei 2021
WALIKOTA DENPASAR,

TTD
T GUSTT NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denhpasar
pada tanggal 27 Mei 2021
PEN.JARBAT SEKRETARIS DAERABFKOTA DENIASAR,
TTD
I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 25
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